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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan dan 

kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel 

moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif, 

menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur menggunakan skala 

likert. Metode analisis penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan analisis 

regresi termoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang pribadi yang 

tergolong wajib pajak orang pribadi yang aktif dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dan terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Data dikumpulkan dari 100 

responden melalui kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Pasuruan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kepuasan tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak, kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 

kondisi keuangan tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan dengan 

kepatuhan wajib pajak, kondisi keuangan tidak dapat memoderasi hubungan antara 

kepuasan dengan kepatuhan wajib pajak, dan kondisi keuangan tidak dapat memoderasi 

hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. 

Kata Kunci : Kualitas pelayanan, kepuasan, kesadaran, kepatuhan wajib pajak, kondisi 

keuangan 

 



ABSTRACT 

 

This research aims to analyse the influence of service quality, satisfication and awareness 

on taxpayer compliance with financial condition as moderating variable. This study is 

correlational research with a quantitative approach, using primary data obtained from 

questionnaires and measured using the likert scale. The analysis method of this study is 

multiple linear regression analysis and moderated regression analysis. The population in 

this study are all individuals who are classified as individual taxpayers that active in 

carrying out their tax obligations and are registered at KPP Pratama Pasuruan. Data were 

collected from 100 respondents through questionnaires given to individual taxpayer at 

KPP Pratama Pasuruan. The results of the analysis indicates that the service quality has 

no effect on taxpayer compliance, satisfication has no effect on taxpayer compliance, 

taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance, financial condition 

has a significant effect on taxpayer compliance, financial condition cannot moderate the 

relasionship between service quality and taxpayer compliance, financial condition cannot 

moderate the relasionship between satisfication and taxpayer compliance, and financial 

condition cannot moderate the relasionship between taxpayer awareness and taxpayer 

compliance 

Keywords : Service quality, satisfication, awareness, taxpayer compliance,financial 

conditions



 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Sebagaimana yang kita tahu, pemerintah terus mengupayakan pembangunan di 

berbagai daerah Indonesia dan terus melaksanakan program pengembangan pemerintah, 

baik sektor fisik maupun non-fisik. Untuk mendanai program-program pemerintah tersebut 

diperlukan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengeluaran negara mencakup 

pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran 

pemerintah pusat terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sementara 

itu, sumber pendapatan negara terdiri dari pendapatan dalam negeri dan hibah. Untuk 

pendapatan dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak, yang terdiri dari pendapatan pajak 

dalam negeri dan pendapatan pajak asing. Pendapatan pajak dalam negeri mencakup Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPNBM), Bea Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya, sementara 

pajak asing terdiri dari bea masuk dan pajak ekspor. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

sektor pajak berperan sangat vital bagi negara Indonesia



 

 

Tabel 1. 1 Pendapatan dari Sektor Perpajakan 

Pendapatan Negara 

Jumlah 

Persentase Besar Penerimaan 

(%) (Rp Triliun) 

Pajak 73,7 1.943,6 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 22,6 595,5 

Kepabeanan dan Cukai 3,4 91,7 

Penerimaan Hibah 0,3 5 

Total   2.635,8 

  Sumber:Badan Pusat Statistik Indonesia (2022) 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pajak menyumbang sebanyak 73,7 % 

pendapatan total negara Indonesia pada tahun 2022. Oleh karena itu, pendapatan pajak 

merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Menurut undang-undang no 28 Tahun 

2007 pasal 1 menyebutkan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari undang-undang 

tersebut kita dapat mengetahui bahwa masyarakat di Indonesia diwajibkan untuk 

membayar pajak kepada negara yang pendapatan pajak tersebut digunakan untuk 

kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, pendapatan 

pajak memiliki peran yang sangat penting dalam struktur pendapatan negara dan 

menjadi sumber utama pendapatan dalam negeri yang digunakan untuk mendukung 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Kontribusi yang signifikan dari 

pendapatan pajak telah menyediakan dana untuk membiayai program-program 

 yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Seperti program pembangunan, 

program pendidikan, program kesejahteraan masyarakat, program kesehatan dan masih 

banyak lagi. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan yang mengawasi Direktorat 



Jenderal Pajak (DJP), terus berupaya untuk mencapai rencana pendapatan pajak yang 

telah ditetapkan setiap tahunnya. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat diterima dengan lebih baik oleh 

masyarakat. 

Tabel 1.2 Peran Penerimaan Pajak dan Rasio Pajak Terhadap PDB (dalam 

trillun  rupiah) 

Tahun Pajak Dalam 

Negeri 

Jumlah 

Penerimaan  Pajak 

Rasio  

2018 1.472,9 1.518,7 10,24  

2019 1.505,1 1.546,2 9,77  

2020 1.248,4 1.285,1 8,33  

2021 1.409,6 1.547,8 9,21  

2022 1.943,6 2.034,5 10,39  

Sumber:Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2018-2022 

 Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari 

tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 penerimaan pajak 

mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali hingga tahun 2022. Untuk 

tingkat rasio terhadap PDB, Terlihat penurunan di tahun 2018-2020 dan kembali 

mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat 

rasio di Indonesia masih tergolong sangat rendah dibandingkan negara lainnya. Hal ini 

dapat dilihat dari rata-rata negara Asia-Pasifik yang mencapai 19,1 %. Dikatakan oleh 

International Monetary Fund (IMF) bahwa tax ratio sebesar 10% belum dapat menjadi 

jaminan untuk adanya dana pembangunan berkelanjutan. IMF sendiri memberikan 

angka berkisar 15% untuk suatu negara yang dapat dikatakan dapat melakukan 

pembangunan berkelanjutan. 



 Rasio penerimaan pajak di Indonesia yang masih tergolong rendah juga 

mengindikasikan masih adanya masalah yang cukup serius dalam kapasitas 

pemungutan pajak. Hal ini tentunya menjadi sebuah fenomena yang harus diperhatikan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tax ratio Indonesia 

merupakan yang terendah dibandingkan dengan negara G20 dan negara-negara 

ASEAN. Penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia diakibatkan oleh rendahnya 

tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Sebagian masyarakat juga 

banyak yang masih menganggap membayar pajak merupakan bentuk penjajahan dan 

bukan suatu kewajiban. 

 Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam sumber penerimaan 

pendapatan negara. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta 

melaporkan penghasilannya secara tepat waktu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal 

Pajak Kementerian Keuangan, kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2023 

meningkat sebesar 2,84 persen, dengan total 13,36 juta wajib pajak yang melaporkan 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 10 Mei 2023. Meskipun jumlah tingkat 

kepatuhan wajib pajak di Indonesia meningkat, namun secara relatif tingkat 

pertumbuhan tersebut mengalami penurunan daripada tahun 2022, dimana pada tahun 

2022 tingkat pertumbuhan kepatuhan wajib pajak sebesar 6,12 persen. Hal ini tentunya 

menjadi pertimbangan dimana tingkat pertumbuhan kepatuhan wajib pajak pada tahun 

2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Tingkat kepatuhan wajib 

pajak di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas pelayanan, 

faktor kepuasan, faktor kesadaran wajib pajak dan juga faktor keuangan 

  Kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. 

 Kualitas pelayanan yang baik oleh petugas pajak (fiskus) memiliki peran penting dalam 



 meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pembangunan nasional. 

 Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara kualitas pelayanan dengan 

 pelayanan yang diharapkan konsumen. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan 

 kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kualitas pelayanan yang baik 

 sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah atau organisasi untuk 

 memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharuskan untuk terus 

 meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2015) dan Utama (2011) menunjukan 

 bahwa kualitas pelayanan memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

 pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2019) menunjukan bahwa kualitas 

 pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

  Kepuasan wajib pajak juga berperan dalam kepatuhan wajib pajak. Menurut 

 Rangkuti (2012), "kepuasan pelanggan adalah perasaan kesenangan atau kekecewaan 

 akibat perbandingan antara prestasi dan produk yang dirasakan dan diharapkan". Dengan 

 wajib pajak yang merasa puas dengan fasilitas perpajakan di Indonesia akan lebih 

 cenderung patuh dalam pajak. Hal tersebut diakibatkan rasa kepuasan yang mendorong 

 wajib pajak untuk patuh. Sebaliknya, jika tingkat kepuasan wajib pajak tergolong rendah, 

 hal tersebut dapat berakibat kepada rendahnya kesediaan wajib pajak untuk melakukan 

 kepatuhan pajak. Hal ini tentunya akan sangat merugikan baik bagi negara maupun 

 masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utama (2011) menunjukan bahwa 

 kepuasan pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

  Selain kualitas pelayanan dan kepuasan wajib pajak, kesadaran wajib pajak juga 

 menjadi faktor penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Erly Suandy (2011), 

 “Kesadaran wajib pajak memiliki arti bahwa wajib pajak mau dengan sendirinya 

 melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar 



 dan melaporkan jumlah terutangnya”. Hal tersebut juga sesuai dengan konsep sistem 

 perpajakan di Indonesia. Karena pada dasarnya, sejak reformasi pada tahun 1983,  

 sistem pembayaran pajak di Indonesia berubah dari Official Assessment System 

 menjadi Self Assessment System. Self Assessment System yang berlaku di Indonesia 

 memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan keseluruhan 

 jumlah pajak yang terutang, sementara otoritas pajak hanya bertugas memberikan 

layanan, pengawasan dan bimbingan kepada wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak 

 mengetahui lebih banyak tentang berapa banyak pendapatan yang diterima, sehingga 

 jumlah pajak yang harus dibayar dapat dihitung oleh wajib pajak sendiri. Hal ini 

 menunjukan pentingnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan kepatuhan wajib 

 pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamdani (2013) menunjukan bahwa 

 kesadaran wajib pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

 pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aditya dan Rita (2016) menunjukan 

 bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

 pajak 

  Meskipun begitu, Kondisi keuangan wajib pajak juga sangat mempengaruhi 

tingkat  kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan wajib pajak dapat diartikan merujuk 

pada tingkat  kepuasan wajib pajak terhadap kondisi keuangan maupun tingkat 

pendapatannya baik  untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Kondisi keuangan 

wajib pajak juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal 

ini dikarenakan tekanan keuangan wajib pajak dapat mempengaruhi tekad wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban  pajaknya. Maka dari itu menurut Yasa dan Jati (2015) 

kondisi keuangan wajib pajak dapat  memoderasi variabel lain, yaitu kualitas layanan, 

kepuasan pajak wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 



Sedangkan menurut Sulistyo dan Arum (2015) kondisi keuangan tidak dapat menjadi 

variabel moderasi atas pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak 

  Pada KPP Pratama Pasuruan masih ditemukan beberapa wajib pajak orang pribadi 

 yang terlambat dalam melakukan pelaporan SPT tahunan. Selain itu wajib pajak di KPP 

 Pratama Pasuruan juga sering kali tidak melaporkan harta kekayaan yang dimiliki pada 

 pelaporan SPT. Mereka merasa bahwa kondisi keuangan kekayaan yang semakin besar 

 akan menambah pajak yang harus dibayarkan. Juga ditemukan wajib pajak yang 

meskipun memiliki penghasilan dibawah batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) tetap tidak 

 melaporkan SPT tahunan meskipun memiliki nomor NPWP aktif. Mereka merasa bahwa 

 penghasilan yang didapatkan dibawah batas PKP tidak perlu melakukan pelaporan pajak. 

Sedangkan, pelaporan SPT tahunan secara tepat waktu merupakan bagian dari rangkaian 

 kepatuhan wajib pajak.   

  Berdasarkan latar belakang dan masalah fenomena yang sudah diuraikan, peneliti 

 tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, 

 Kepuasan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi 

 Keuangan Sebagai Variabel  Moderating”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

 penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan, kesadaran dan kondisi 

keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan terhadap kepatuhan wajib pajak ? 



4. Bagaimana pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

5. Bagaimana pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak? 

6. Bagaimana kondisi keuangan memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 

wajib pajak ? 

7. Bagaimana kondisi keuangan memoderasi kepuasan terhadap kepatuhan wajib 

pajak ? 

8. Bagaimana kondisi keuangan memoderasi kesadaran terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian 

ini  adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan, kesadaran dan kondisi 

keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak  

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak  

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap kepatuhan wajib pajak  

4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak  

5. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak  

6. Untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan memoderasi kualitas pelayanan 

terhadap kepatuhan wajib pajak  

7. Untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan memoderasi kepuasan terhadap 

kepatuhan wajib pajak  

8. Untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan memoderasi kesadaran terhadap 

kepatuhan wajib pajak 



 

1.4  Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini 

 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

 1. Manfaat Secara Teoritis 

a) Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan berguna sebagai 

bahan masukan maupun wawasan mengenai ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan, kepuasan, kesadaran dan kondisi 

keuangan wajib pajak 

b) Bagi Pengembangan Ilmu Program Studi  

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan pada mata kuliah Perpajakan 

 2. Manfaat Secara Praktis 

a) Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

 Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi 

aparat pajak atau fiskus dalam meningkatkan kebijakan di bidang perpajakan. 

Penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan masukan bagi pihak pajak dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Serta terus meningkatkan 

kepuasan dan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan wajib pajak 

 

b) Bagi Wajib Pajak 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau gambaran bagi wajib 

pajak dalam meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan. Penelitian ini juga 



diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan 

dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan 

sebagai variabel moderating. 

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut ; 

1) Kualitas pelayanan, kepuasan, kesadaran dan kondisi keuangan berpengaruh secara 

simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan 

2) Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Pasuruan 

3) Kepuasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Pasuruan 

4) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di 

KPP Pratama Pasuruan 

5) Kondisi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Pasuruan 

6) Kondisi keuangan tidak dapat memoderasi dampak kualitas pelayanan terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan 

7) Kondisi keuangan tidak dapat memoderasi dampak kepuasan wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan 

8) Kondisi keuangan tidak dapat memoderasi dampak kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan 

 



5.2  Keterbatasan 

  Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner dimana kuesioner tidak dapat memberikan informasi yang 

mendalam dari setiap responden 

2) Jumlah responden yang hanya berjumlah 100 responden yang dinilai kurang untuk 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

3) Penelitian ini hanya menggunakan  beberapa variabel seperti kualitas pelayanan, 

kepuasan, kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka 

saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut : 

1) Peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan metode pengumpulan data 

selain kuesioner seperti wawancara sehingga data yang dikumpulkan dapat lebih 

akurat. 

2) Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil populasi penelitian yang lebih 

luas seperti populasi penelitian se-Jawa Timur  

3) Peneliti selanjutnya dapat menambah dan menggunakan variabel seperti variabel 

sanksi perpajakan (Sulistyo A, 2015) 
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